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Presentation of This study aims to determine and analyze the Effect of Presentation of Village
wllagte Financial Financial Statements, Internal Controls and Individual Morality on Fraud
reports,

Prevention That Occurs in the Management of Village Fund Allocations (Case
Study of Desa Aman Damai, Kec. Sirapit, Kab. Langkat). This research is a
guantitative research, namely by presenting the research results in the form of
numbers which are then explained and interpreted in a description in order to
test the hypothesis. The population in this study were all village officials and
the Village Consultative Body totaling 40 people and the sampling method
used the method probability sampling where all the population is selected as a
sample. The data used in this study is primary data obtained from respondents
who filled out the questionnaire.
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PENDAHULUAN

Desa adalah tingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat dimana desa
sebagai jembatan pemerintah yang secara lansung berinteraksi dengan rakyat. dengan adanya desa
memudahkan bagi pemerintah sentra dalam melaksanakan pembangunan pada taraf desa. buat
mendukung tercapainya pembangunan suatu desa diperlukan sejumlah dana yg akan dialokasikan,
dimana galat satu dana yang akan dialokasikan untuk desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).
Pembangunan desa memiliki peranan yg sangat penting pada peningkatan pembangunan nasional
serta pembangunan daerah karena desa mempunyai wewenang, tugas serta kewajibab buat
mengatur serta mengurus kepentingan rumag tangga masyarakatnya.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ihwal desa yang menjelaskan pada pengelolaan
keuangan desa yg mengikuti pola keuangan wilayah mirip pada kabupaten, kota maupun provinsi
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yang terdiri berasal pendapatan, pembiayaan dan belanja yg ditetapkan dalam anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yg bertanggungjawab disampaikan oleh kepala desa
kepada Bupati. asal pendapatan desa merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap
tahunya secara bertahap. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan
kepada pemerintah desa yg berasal asal akibat pajak dan dana perimbangan keuangan wilayah dan
pusat yg diterima sang kabupaten. Sehubung menggunakan pasal 1 peraturan Menteri dalam
Negeri nomor 113 Tahun 2014 ihwal pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa alokasi 2
limalima 6 11 24.

Pemerintah mengalokasikan dana desa yg cukup besar tadi, tentunya wajib dapat dikelola
dan dipertanggungjawabkan menggunakan baik sang aparatur,mulai asal perencanaan,
pelaksanaaan serta supervisi. Alokasi dana desa mempunyai tujuan merupakan buat mengatasi
kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta meningkatkatkan perencanaan serta penganggaran
pembangunan di taraf desa dan pemberdayaan rakyat. Alokasi dana desa berguna utnuk
mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yg berdasarkan keadilan serta kearifan loka

Tabel 1.
Tabel Anggaran Desa
Tahun Pagu Dana Desa Kenaikan persen (%)
(Rp triliun)
2018 60 triluan
2019 70 triliun 16,5%
2020 71,2 triliun 1,1%
2021 72 triliun 2,2 %

Sumber : diolah oleh penulis 2022
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Gambar 1. Grafik Anggaran Dana Desa
Sumber diolah oleh penulis 2022
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Ihveningkatnya anggaran tadi bisa membuat dampak positif dan negatif
Sisi positifinoya vailrtn pembangunan desa dapat secara maksimal sedangkan sisi
negatifnyva vaitu memingkatnyva aturan jugsa dapat menaikkan tindalkan frawd. Frawud
artinyva swatu perbuatan wang disengaja serta melangar aturan, wyang mana
perbuatanwa tersebuat memiliks tojuan eksklusi1f. Tindakan 11 dapat berupa fraud
atas laporan keuangan atas penyvalahgunaan assetimaripulas: data dan korapsi.
Bukan cuma itua Alokasi Dana Desa (AT we termasuk ke dalam salah sata
pendapatan desa, maka pertanggsungjawabnya atau alkuntabilitas keuangan publik
sangat rentan sekali mengsunakan adanwva potensi penvelewengan_ maka dalam hal
alkuntanbilitas Adokasi Dana Dresa (CATDTDD) juga tidak menwtup kemungkinan
terjadinya kecurangan atau fraund. Tindakan kecurangan (fraud) dapat terjadi di
setia foruurm baik pada provins:, kabupaten, kecamatan, mauvpun desa. Tindalkarn ini
uga terjadi pada seluruh sektor pemernintahan serta sektor swasta., Alkhir-akhbir 11

kasus fraund semalkin maralk terjadi. sektor pemerintahan desa dalam pengelolaan

alokasi dana desa mampu jua terjadi potensi frand, hal ta dipicu besarnva
anggaran wvang di alokasikan buat desa sang pemenntah. hMMeningkainya kasus
framd 11 terbukt mengmunakan termungkapnya kasus korapsi dana desa pada
sepanjang tahnn 2020 vz diungkap oleh Indonesia Cormuption Wath (TCW) sebesar
444 perkara korupsi vz sudah ditindalk oleh penegak aturan. Benkut dapat tersaj
perbandingan jumlah masalah korupsi: aturan dana desa pada sebelum serta

schabis Covid-19 dari data asal Indonesia Cormuption Watch (TCW) tahuan 2020
Tabel 1.2

Perbandingan Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2019-2020

Tahuoh Jumlah Kasus Korapsi Jumlak Fersentase
dana desa Keselurohan

Kasus Korupsi

2019 46 Kasus 271 Kasus 16 97%

2020 44 Kasus 169 Kasus 26 4%

Sumber - diolah penulis 2022
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Tabel. 3
Beberapa Kasus Korupsi Dana Desa
No Nama Desa Kasus Jumlah Korupsi
1 Desa Nias Selatan Korupsi dana desa 436jt
2 Desa Labu Rampah Korupsi Dana Desa 400 juta
3 Desa di Labuhan Batu Korupsi Dana Desa 204 juta
4 Desa Marbaung Korupsi Dana Desa 309 juta
5 Kades Samosir Dana Covid 700 juta
6 Kades Simalungun Korupsi Dana Desa 202 juta
7 Kades Tanjung Pulo Korupsi Dana Desa 404 juta
8 Desa Tapanuli Utara Korupsi Dana Desa 266 juta
9 Korupsi Dana Desa 747 juta
Kades Serdang Berdagai

10 Padang Lawas Utara Korupsi Dana Desa 385 juta
11 Desa Lahat Penyelewengan dana desa 573 juta

Sumber: diolah penulis 2022

Asal perkara tersebut Negara mengalami kerugian mencapai Rp 18,6 triliun. Melonjaknya taraf
kecurangan (fraud) pada sektor desa menggambarkan catatan jelek yang berkaitan erat dengan
pembahasan penilaian kebijakan pemerintah buat desa. berasal beberapa contoh masalah tindakan
korupsi tadi mansyaratkan bahwa desa menjadi bagian berasal pembangunan hingga detik ini sebagai
ladang korupsi yg baru. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikorupsikan serta
disalahgunakan akan memberikan impak sangat negatif bagi asa meningkatnyta kesejahteraaan
masyarakat desa dan pembangunan desa. fenomena yg muncul sebab penyalahgunaan keuangan desa
sebagai kegundahan bagi warga serta pemerintah, sebab apabila mendalam kegundahan bagi warga dan
pemerintahan, karena jika dianalisis mendalam pemerintah sudah menetapkan aturan dan pedoman
terkait menggunakan keuangan desa dangan harapan proses aplikasi pengelolahaan keuangan desa dapat
praktis dilaksanakan supaya tak memunculkan kecurigaan dan menimbulkan potensi kecurangan dalam
pelaksanaannya. rapikan kelolah keuangan desa yang efektif serta efisien menggunakan asas
akuntanbilitas, transparansi serta partisipatif diperlukan dapat tercipta.

Berdasarkan kasus diatas, maka daiperlukan suatu cara unituk mengantisipasi

terjadinwva kecurangan atau penweleswengan terhadap pengelolaan alokasi dana
desa vang dilakukan oleh aparatar desa. Pencegahan kecurangan merapalkan suatu
tindalkan atan upaya untuk menahan seseorang untuk tidak melabulkan tindalkan
kecurangan wang merugikan Dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat
dilakukan pencegahan kecurangan degan adanyza penyvajian laporan yvang baik

pengendalian mmternal dan moralitas indiwvidu.
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Menanamkan moralitas kepada setiap individo juga sangan diperlukan

dalam pencegahan fraund, moralitas merspakan nilai-nilail dan norma-norma yang
menjadi pegangan bagi sescorang untuk mengatur tingkah lakbuanva Karema
semakin tinggi  moralitas individo,  maka semakin ia berasabha untak
menghindarkan diri dari kecurangan {(Udavani dan Sari, 2017). Puspasari (20217
menyvatakan moralitas individo akan dijelaskan dalam tingkat penalaran moral,
wang akan mempengarmihi perilakn etis mereka. MMoral merepalkan hal vang sesuai
dengan kevakinan wmum vang diterima masyvarakat, berkaitan dengan pendlaian
norma tindakan manusia Kecurangan akuntansi sangat berkaitan erat dengan
tingkat moralitas individue hal tersebut menunjukan perilaku vang illegal (tdak

mernuret ok

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian
yang berjudul “ Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Pengendalian Internal dan
Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraude Yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (Studi Kasus Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Metode kualitatif biasanya fokus pada pengamatan secara mendalam, hasil
yang telah diteroleh dari temuan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif berupa
penyelidikan fenomena yang lebih menyeluruh, penelitian kualitatif dapat berkembang selama
proses penelitian berlangsung. Konsep penelitian kualitatif adalah pengumpulan dan pengolahan
data non-numerik dan interpretasi makna data ini untuk meningkatkan pemahaman lokasi yang
ditargetkan. Motode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, subjektif dari sudut pandang
partisipan,sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode penelitian ini
bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah sesuai dengan fakta di
lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian di instansi
tersebut juga dapat dilihat adanya komunikasi yang baik antara petugas yang melayani dengan
masyarakat yang datang. Tampak sifat mengayomi yang muncul dari petugas terhadap masyarakat
baik dalam menyampaikan informasi maupun menjawab pertanyaan terkait pengurusan berkas
yang ditanyakan oleh masyarakat.

Sumber Daya

Hasil observasi peneliti menunjukkan kurangnya sumber daya manusia di instansi ini
menyebabkan pelayanan publik terutama dalam pengurusan Ktp menjadi lambat dan masyarakat
yang membludak akibat ketidakcekatan petugas dalam melayani masyarakat. Namun dalam hal.
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fasilitas, instansi ini sudah tergolong baik karena sudah memperhatikan kenyamanan basic
dari masyarakat seperti kamar mandi umum, parkiran, ditambah lagi adanya ruang menyusui dan
ketersediaan kursi roda untuk penyandang disabilitas/lansia paruh baya yang datang untuk
mengurus keperluan berkas mereka.

Disposisi

Dukungan dari pusat terhadap instansi Disdukcapil ini masih memerlukan dukungan dan
perhatian. Diingat bahwa sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dalam melakukan
pengurusan Ktp di instansi ini masih belum optimal. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti
lakukan, hanya terdapat satu alat untuk melakukan pencetakan dan perekaman Ktp, sedangkan
banyak masyarakat yang datang untuk mengurus e-Ktp mereka jadi terhambat prosesnya.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi di instansi Disdukcapil ini sudah berjalan dengan baik dikarenakan
seluruh petugas menjalankan tugas mereka sesuai dengan divisi masing-masing. Masyarakat yang
datang mengaku dilayani dengan baik dan lancar dengan dokumen yang mereka perlukan.
Pengerjaan dokumen standardnya hanya dilakukan selama 2 hari saja oleh instansi ini. Dan apabila
ada keperluan mendesak seperti sakit atau keperluan untuk mengurus BPJS maka pihak
Disdukcapil akan mengupayakan penyelesaian dokumen secepat mungkin.

Namun dengan catatan selama jaringan lancar dan mendukung untuk penyelesaian dari
dokumen tersebut. Karena apabila jaringan sedang dalam kondisi tidak stabil, maka pengerjaan
dokumen bisa lebih lama dari yang diperkirakan. Banyak masyarakat yang harus pulang padahal
sudah mengambil nomor antrian hanya karena jaringan yang tidak stabil secara tiba-tiba. Hal
tersebut menyebabkan kekecewaan terhadap masyarakat terutama mereka yang sudah mengantri
lama namun tidak mendapatkan giliran untuk mengurus dokumen dikarenakan jaringan yang tidak
stabil.

Faktor penghambat Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan kartu tanda
penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah Karo. Berdasarkan hasil penelitian serta
observasi penelitian, peneliti menemukan hambatan yang terjadi dalam Implementasi pelayanan
publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah
Karo yaitu sebagai berikut: 1). Sumber Daya Manusia yang masih membutuhkan perhatian dari
pusat dikarenakan masih ada kekurangan petugas dalam bidang perekaman KTP. Serta
“penyegaran” petugas dikarenakan sudah terlalu banyak petugas yang lansia yang menyebabkan
mereka kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Penambahan fasilitas alat perekaman KTP karena hanya terdapat 1 unit di instansi ini
sedangkan masyarakat banyak yang mengantri untuk mengurus dokumen, 2). Disposisi yang
masih belum berjalan diakibatkan kurangnya dukungan pusat terhadap finansial kepada instansi
Disdukcapil ini, 3). Jaringan yang tidak menentu menyebabkan proses pelayanan publik terutama
perekaman dan pencetakan Ktp menjadi terhambat dan menyebabkan kekecewaan terhadap
masyarakat.
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KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian implementasi pelayanan public dalam pengurusan kartu tanda
penduduk elektronik pada kantor dinas catatan sipil Tanah Karo yang sudah dilaksanakan, maka
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil
Tanah Karo belum sepenuhnya terlaksana. Terdapat empat indikator dalam teori Edward I11 yaitu
komunikasi, dimana komunikasi berjalan dengan baik maupun komunikasi langsung atau secara
online. Selain komunikasi terdapat juga indikator Sumber Daya di bidang Sumber Daya Manusia
serta Disposisi masih perlu untuk dioptimalisasikan. Karena petugas yang masih kurang serta
fasilitas pendukung untuk perekaman KTP yang masih perlu untuk ditambah, hal tersebut terjadi
dikarenakan kurangnya dukungan finansial dari pusat dan perhatian di bidang sumber daya
manusia mereka. Selain itu indikator disposisi juga masih belum berjalan dengan baik, karena
dalam pelayanan sering terjadi gangguan jaringan, hal tersebut berdampak dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat.

Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Pelayanan Publik dalam
Pengurusan KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil Tanah Karo adalah SDM yang kurang, disposisi
yang tidak teroptimalisasi dengan baik, serta jaringan yang tidak stabil dalam pelayanan di Instansi
Disdukcapil
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